
 

 

 

 
BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 
NOMOR 88 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara, maka dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-
undangan, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu diganti; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1950  tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa 
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   6409); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6718); 

9. Peraturan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Nomor 7                   

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2                

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 572); 

 

                    MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SIDOARJO. 

 

           BAB I 

            KETENTUAN UMUM 

 

           Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

3. Bupati dalah Bupati Sidoarjo. 



3 

 

4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak 

atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk 

hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang 

yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami 

dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama 

Penyelenggara Negara,  Istri/Suami, Anak Tanggungan atau 

pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara 

Negara memangku jabatannya atau sebagaimana diatur 

ketentuan perundang-undangan.  

5. Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk 

dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen 

elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai 

Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan 

data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau 

sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

6. Unit Pengelolaan LHKPN adalah Unit yang bertugas 

melaksanakan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah 

Daerah dan mengkoordinasikannya dengan Komisi Komisi 

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). 

7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan 

pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

8. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara 

Negara kepada Komisi. 

9. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak 

terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi 

kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang 

bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam 

menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada  Komisi.  

10. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara 

Negara dan/atau Komisi kepada publik. 

11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji 

kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil 

Penyelenggara Negara  dengan LHKPN. 

 

 

           BAB II 

            KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN 

 

            Pasal 2 

Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi eksekutif                                 

di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN 

adalah: 

a. Bupati; 

b. Wakil Bupati; 

c. Pejabat Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi); 

d. Pejabat Eselon III (Jabatan Administrator); 

e. Pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas) atau Jabatan Pengawas 

yang disetarakan ke Jabatan Fungsional; 

f. Auditor pada Inspektorat; 

g. Direksi BUMD; 

h. Pejabat tertentu atas permintaan KPK, dan Penyelenggara Negara 

lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati; 
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              Pasal 3 

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat: 

a. pengangkatan  sebagai  Penyelenggara  Negara  pada  saat 

pertama kali menjabat;  

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 

Penyelenggara Negara;  

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah 

berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau  

d. masih menjabat. 

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai 

dengan huruf c, wajib disampaikan dalam jangka waktu paling 

lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan 

pertama/ berakhirnya jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali 

setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 

Penyelenggara Negara. 

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib 

disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas 

Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.  

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan 

dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun 

berikutnya. 

(5) Ketentuan ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk 

melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara 

Negara. 

(6) Kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK dikoordinasikan 

melalui Unit Pengelolaan LHKPN. 

(7) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

menyerahkan LHKPN kepada KPK. 

(8) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

ditetapkan oleh Bupati. 

 

                      Pasal 4 

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.  

(2) Unit Pengelolaan LHKPN melakukan monitoring LHKPN Wajib 

Lapor secara berkala. 

                  BAB III 

                  SANKSI 

 

                   Pasal 5 

(1) Dalam hal Penyelenggara Negara terlambat, tidak melaporkan 

LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), diberikan hukuman disiplin 

sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.   

(2) Pemberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada                 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

                BAB IV 

               PEMBIAYAAN 

 

                 Pasal 6 

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Unit Pengelolaan LHKPN 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sidoarjo melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
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              BAB V  

              KETENTUAN PENUTUP 

 

                 Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 25), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

                 Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo.      

 

                                                                           Ditetapkan di Sidoarjo 

                pada tanggal 3 Desember 2021   

 

                 BUPATI SIDOARJO, 

 
ttd 

 

                 AHMAD MUHDLOR 
 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 3 Desember 2021 

  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

  

 ttd 

  

ACHMAD ZAINI 

  

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP :  88 Tahun 2021 


